
BT'PATI TAPIN
PROVINSI I(ALIMAITTAN SELITTAN

PERATURAI{ BT'PATI TAPIN
NO}IOR 25 TAHUIT 2016

TEITTANG

KEDUDUKATT, SUSUNAII ORGANISASI, TUGAS DArt FUNGST
SERTA TATA I(ER^'A PERANGKAT DA.ERAII ITABUPATEN TAPIN

DTNGAN RAHMAT TI,IIAN YANG UJAIIA ESA

BIIPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peratrrran
Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2OL6
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Perattrran Bupati Tapin
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas
dan F\rngsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561i

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaool;
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
hrsat dan Pemerintatran Daeratr (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
L26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 549a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 292,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 560f);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
PenyelenggaraErn Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 165, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

7.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614;

Peraturan Pemerintalr Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I14,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telatr diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tatrun 2011
tentang Penrbahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun ?OLS tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2OI2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peratrrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Menetapkan : PERATIIRAIY BUPATI TAPIN TENTANG
I(tDIrIrIrKAN, SUSITNAII ORGANISASI, TUGAS
DAIT T'UNOSI SERTA TATA ITTR.'A PERANGKAT
DAERAII XABI'PATEN TAPIIT.

BAB I
I{ETENTUAIT I'UTIM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

72.

13.

14.

15.

L6.

L7.
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintatran yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten Tapin, yang
mertrpakan Lembaga Per-wakilan Ratryat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daeratr.

5. Pemerintahan Daerah adarah Penyelenggarcran Unrsan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan hrgas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daeratr adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelanggaraan Unrsan Pemerintatran yang menjadi
Kewenangan Daerah, yang terdiri atas Selrretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah,
dan Kecamatan.

7. Sekretariat Daerah adalah Selrretariat Daerah Kabupaten Tapin.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr, yang selanjutnya
disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Penrrakilan
Ralryat Daeratr Kabupaten Tapin.

9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.

10. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin.

1 1. Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin.

12. Kecamatan adalah wilayah Kerja camat sebagai Perangkat
Daerah.

13. Keluratran adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat
Kecamatan.

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, yang selanjutnya disingkat
UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.

/,il-
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(1)

BAB U

SUSUNAIT PERAITGKAT DAERAII

PaEsI 2

Susunan Perangkat Daerah terdiri atas :

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat;

d. Dinas Daerah;

e. Badan Daerah; dan

f. Kecamatan.

sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf a
merupakan Sekretariat Daerah Tipe A'

sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menrpakan Sekretariat DPRD Tipe C'

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupal<an InsPektorat TiPe A'

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan Unrsan

Pemerintahan Bidang Pendidikan;

b.DinasKesehatanTipeByangmenyelenggarakanUrusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan;

c. Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B {ang
menyelengg"rrt 11 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang;

d. Dinas sosial Tipe A yang menyelenggarakan Umsan

Pemerintahan Bidang Sosial;

e. Dinas Pertanian TiPe A Yang
Pemerintahan Bidang Pertanian ;

f. Dinas KePemudaan dan
menyelenggarakan Urusan
Kepemudaan dan Olahraga;

menyelenggarakan Urrrsart

Olahraga TiPe A Yang
Pemerintahan Bidang

(21

(3)

(4)

(s)

g. Dinas Linglmngan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan
Urrsan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang

menyelenggarakan unrsan Pemerintatran Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

NM
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe
B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe
B yang menyelenggarakan Urusan Pemerinta.tran Bidang
Pengenda-lian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintatran Bidang Perhubungan;

Dinas Perdagangan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Perdagangan;

Dinas Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan Unrsan
Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;

o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sattr Pintu
Tipe B yang menyelen Unrsan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Ketahanan Pangan Tipe C yang menyelenggarakan
Unrsan Pemerintahan Bidang Pangan;

Dinas Tenaga Kerja Tipe C yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tipe B yang menyelenggarakan Unrsan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang
Pertanahan;

Saturan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran);

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
dan Pariwisata;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi
dan Informatika dan Bidang Persandian; dan
Dinas Perindustrian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintatran Bidang Perindustrian dan Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengatr.

k.

m.

n.

p.

q.

r.

u.

v.

w.

NW
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(6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

terdiri dari :

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang
melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A yang
melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan dan pengembangan; dan

d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian.

(7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun.f f terdiri
dari :

a. Kecamatan Tapin Utara dengan Tipe A;

b. Kecamatan Tapin Tengah dengan Tipe A;

c. Kecamatan Tapin Selatan dengan Tipe A;

d. Kecamatan Salam Babaris dengan Tipe A;

e. Kecamatan Piani dengan TiPe A;

f. Kecamatan Lokpaikat dengan Tipe A;

g. Kecamatan Hatungun dengan Tipe A;

h. Kecamatan Candi l"aras Selatan Tipe A;

i. Kecamatan Candi la.ras Utara Tipe A;

j. Kecamatan Binuang TiPe A;

k. Kecamatan Bakarangan TiPe A; dan

l. Kecamatan Bungur Tipe A.

BAB III
I(tDt DIrr(AIt, TUGAS, FT NGSI DAIY SUSUIIAII ORGANISAST

Bagiaa Kesatu

Sekretariat Deerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pacal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawatr dan
bertanggungiawab kepada Bupati.

ntrL
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Paragref 2

l\rgas dan Fungsl

Pasal 4

(1) Sekretariat Daerah mempunyai hrgas membantu Bupati dalam
men5rusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan
program dan hrgas Perangkat Daeratr serta pelayanan
administrastif.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan program dan hrgas Perangkat
Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatrrr Sipil Negara
pada instansi daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sugunan Organisast

Pasel 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

a. Asisten Pemerintatran, membawahi :

1. Bagran Tata Pemerintahan, terdiri atas :

a) Subbagian Tata Praja;

b) Subbagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan; dan

c) Subbagian Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama;

2. Bagian Kesejahteraan Ralryat, terdiri atas :

a) Subbagian Keagamaan; dan

b) Subbagian Kemasyarakatan;

3. Bagran Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas :

a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi;
b) Subbagian Peliputan, Dokumentasi dan hrblikasi; dan
c) Subbagian Protokol;

/l,d
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b. Asisten Ekonomi dan pembangunan, membawahi :

1. Bagran Ekonomi dan pembangunan, terdiri atas :

a) Subbagian perekonomian;

b) Subbagian produksi; dan
c) Subbagian Administrasi pembangunan;

2- Bagran pengadaan Bara,g da, Jasa, terdiri atas :

a) subbagia, Fasilitasi, Evaluasi dan pelaporan; dan
b) Subbagia, Kompetensi dan penyeresaian sanggah;

3. Bagran Perlengkapan, terdiri atas :

a) Subbagian Sarana dan prasarana.

b) Subbagian pemeliharaan; dan
c) Subbagian Rumah Tangga;

c. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Umum, terdiri atas:
a) Subbagian Kepegawaian;

b) Subbagian Tata Usaha dan Umum; dan
c) Subbagian Keuangan;

2. Bagian Hukum, terdiri atas :

a) Subbagian perundang-undangan;

b) subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
dan

c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukr-rm;
3. Bagian Organisasi, terdiri atas ;

a) Subbagian Kelembagaan;

b) Subbagian Anatisis Formasi Jabatan; dan
c) SubbagianTatalaksana.

d. Kelompok Jabatan F\rngsional.

(21 Sekretariat Daerah sebagaimana
I yang merupakan bagian tidak

pati ini.

/A4g
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Bagian Kedua

Sekretarlet DPRI)

Paragraf 1

Keduduhan

Pasal 6

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dulnrngan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggungiawab kepada
Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungiawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daeratr.

Paragraf2
Tugas dan I\rngst

Pesat 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebuftrhan.

Untuk mel,aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD;

Paragraf3

Susunan Organlsasl

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :

a. Bagran Umum dan Keuangan, terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usatra Kepegawaian dan Perlengkapan;
dan

2. Subbagian Program dan Keuangan;

(21
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b. Bagran Hukum dan Persidangan, terdiri atas :

1. Subbagian Kajian Perundang-undangan dan Hubungan
Masyarakat; dan

2. Subbagian Persidangart dan Risalah;

c. Bagran Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :

1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan

2. Subbagian Fasilitasi Perrgawasan;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana
tercantrrm dalam Lampiran II yang mertrpakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Baglan Ketlgn
InapeHorat

Paragraf I
KeduduLan

Pa88l 9

Inspektorat merrrpakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspekhrr yang
dalam melaksanakan tugas bertanggungiawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Itga^s dan hrngsi

Pasal 10

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat
Daerah.

Untuk melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasurn internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk hrjuan tertentu atas
penugasan Bupati;

(1)

(2)

ary,L
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d. pen5rusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan adminstrasi kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan ttrgas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organlsasl

Pasel 11

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Pen5rusunan Program;

2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Subbaglan Administrasi Umum Dan Keuangan;

b. Inspektur Pembantu Wilayah I;

c. Inspektur Pembantu Wilayah II;

d. Inspektur Pembantu Wilayatr III;

e. Inspektur Pembanhr Wilayah IV; dart

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Stnrktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercarttum
dalam Lampiran III yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagiaa Keempat

Dtlras Pendldlkan

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 12

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan
daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Selrretaris
Daerah.

rd,
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Paragraf 2

ftrgas dan Itngsi

Pasd fg

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintatran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang pendidikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. Pemmusan dan penetapan kebijakan teknis bidang
pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal;

b. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

c. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar,
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

d. pelaksan€ran pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan
dan peizrnan pendidikan ;

e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam
daerah;

f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
teknis dan administrasi terhadap UPT;

g. pengelolaan kesekretariatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunen Orgaaisael

Pesel 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas :

l. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum, Kepegawaian dan T\rgas Pembantuan;

b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal, terdiri atas :

1. Seksi Kurilmlum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;

1it'z
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c. Bidang Pembinaan Sekolalr Dasar, terdiri atas :

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

3. Seksi Peserta Didik dan Pembanguna.n Karakter;

d. Bidang Pemhinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;

e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas :

1. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

2. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan

3. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
Pertama;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Bagan Stmktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana
tercanhrm dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Paragref I
Kedudukan

Pasal 15

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan ftrngst

Pasal 16

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan untuk membanttr
Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan trrgas
pembantuan.
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(2) Unttrk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber
daya kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan trmah tangga (PKRT) serta sumber daya
kesehatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan ntmah tengga (PKRT) serta sumber
daya kesehatan;

pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

pengelolaan kesekretariatan;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Faragraf 3

Susunan Organlsasi

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OIah
Raga;

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :

1. Seksi Survailans dan Imunisasi;

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
dan

3. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit
dan Kesehatan Jiwa;

d.

e.

f.

g-

tidak Menular

/f4,
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d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan;

2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga; dan

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

e. UPT; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Stnrktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana
tercantrrm dalam l.ampiran V yang merupakan bagiarr tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagi,an Kcenam

Dinas PekerJaan Unum dan Peaataan Ruaag

Paragraf 1

Kedudukan

PmaI 18

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan tr\rngsi

Pasal 19

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sumber
daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase,
permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;

/irL
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b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air
minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman,
bangunan gedung, penataan bangunan dan linglinrngannya,
jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang sumber
daya 4ir, atr minum, persampahan, air limbah, drainase,
permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan
linglinrngannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UpT;
e. pengelolaan kesekretariatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf3
Susunan Organlsasl

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, terdiri atas :

a. Selrretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dal Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Srrmber Daya Air, terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;

2. Seksi Pelaksanaan; dan

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;

c. Bidang Bina Marga, terdiri atas :

l. Seksi Perencanaan Evaluasi;

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;

d. Bidang Cipta Kar5ra, terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Linglmngan permukiman

dan Air Minum; dan

3. seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangunan
Permukiman;

o'lb-
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e. Bidang Jasa Konstmksi, terdiri atas :

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;

2. Seksi Pemberdayaan dan Peralatan; dan

3. Seksi Pengawasan;

f. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah,
terdiri atas :

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;

2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dan Prasarana
Infrastnrktur Daerah; dan

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

g. UPT; da:r

h. Kelompok Jabatan F\rngsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataarr
Ruang sebagaimana tercanttrm ddam lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagtan KetuJuh

Dinas Soslal

Paragraf 1

KedudUfren

Pasal 21

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawatr dan
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daeratr.

Paragraf 2

Tugas dan I\rngsi

Pasal 22

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang sosial.

e,il-
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan penangaran fakir miskin;

d. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;

e. pemeliharaan Taman Makam Patrlawan Nasional;

f. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi
korban bencana di daeratr;

g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap
kesiapsiagaan bencana di daerah;

h. pembinaan, pengawasa.n dan pengendalian UPT;

i. pengelolaankesekretariatan;dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dal fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organteast

Pesat 23

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :

1. Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana; dan
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Penanggulangan

Kemiskinan;

c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :

1. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan

2. Seksi Rehabilitasi Disabilitas dan Keluarga;
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d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan Panti Sosial dan Kepatrlawanan; dal
2. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial;

e. UPT; dan

t. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum
dalam Lampiran MI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturart Bupati ini.

Bagtan Kedelapan

Dlnas Pettanlan

Para$af I
Kedudutan

Pasal24

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian yang
aipi*pit, ol"h 

""otang 
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggpngiawab kepada Bupati meldui Sekretaris Daerah'

Paragref 2

' Tugas dan Fungsl

Pasal 25

(l ) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang pertanian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. perumusa.n kebijakan di bidang prasarana dan sarana,
tanaman p€u"rgErn, hortikulhrra, perkebunan, peternakan dan
kesehatan hewan serta penytrluhan pertanian;

b. penyusunan program penyuluhan pertanian;

c. pengembangan prasarana pertanian;

d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan
benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;

e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;

f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
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g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman
dan penyakit hewan;

h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;

k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

1. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;

m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;

n. pengelolaan kesekretariatan; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susur^aa Orgnntsasi

Pasaf 25

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas :

1. Seksi Lahan dan Irigasi;

2. Seksi hrpuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian; dan

3. Seksi Pembiayaan dan Investasi;

c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;

2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

d. Bidang Hortikultura, terdiri atas :

1. Seksi Produksi Hortikultura;
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikr-rltura;
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e. Bidang Perkebunan, terdiri atas :

1. Seksi Produksi Perkebunan;

2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan perkebunan; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan;

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :

1. Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak;

2. Seksi Kesehatan Hewan; dan

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, pengolahan dan
Pemasaran Hasil Peternakan;

g. Bidang Penytrluhan, terdiri atas :

1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;

2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan

3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;

h. UPI; dan

i. Kelompok Jabatan t\rngsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Perahrran Bupati ini.

Bagl,an Kesemblleu

Dlnas Kepemudran dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
kepemudaan dan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Para$af 2
Tugas dat Fungst

Pasel 28

(1) Dinas Kepemudaal dan olahraga mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan
olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan.



-23-

(2) Unhrk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Kepemudaan dan Olatrraga menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan,
keolahragaan dan kepramukaan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan,
keolahra gaarl dan kepramukaan ;

c. pelayanan umum dan perekomendasian perijinan bidang
kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;

d. pembinaan, pengawasa.n, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan teknis kegiatan bidang pembinaan, pengembangan
dan pemberdayaan potensi pemuda;

e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;

f. pengelolaankesekretariatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf3

Sueunra Organlsast

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olatrraga, terdiri
atas :

a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan KePegawaian;

b. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan
Potensi Pemuda, terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kaderasi Pemuda;

2. Seksi Pengembangan Kewirausatraan dan Potensi
Pemuda; dan

3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
Kepemudaan dan Kepramukaan;

c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan
Pendidikan, terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olaharga Pelajar;

2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
dan

3. Seksi Pengembangan Fasilitas Sarana Olahraga;
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d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus,
Tradisional dan Rekreasi, terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khrusus;

2. Seksi Pelestarian dan Pengembangarr Olahraga
Tradisional; dan

3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Massal
dan Rekreasi;

e. UPT; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagiaa Kesopuluh

Dinas Lingktragan Hidup

Paragraf I
Kedudu&an

Pasal 3O

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenartgan daerah di bidang
linglmngan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawatr dan bertanggungiawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

fuggs dan tr\rngsl

Pasal 31

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintalran yar:g menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembanhran di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang tata
lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah batran
berbahaya dan beracun (83), bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang
penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

(1)

(2t
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b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata linglimngan, bidang
pengelolaan sampah dan limbatr bahan berbahaya dan
beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup dan bidang penaatan dan
peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronsasi pelaksanaan
kebijakan teknis bidang tata linglnrngan, pengelolaan sampah
dan limbah batran berbalraya dan beracun (83), pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan
dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

d. pemberian bimbingan teknis dan penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang lingkungan
hidup;

e. pembina€rn, pengawasan dan pengendalian UPI;
f. pengelolaan keselrretariatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organlsast

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :

1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis;

2. Seksi Kaiian Dampak Lingkungan; dan

3. Seksi Laboratorium Linghrngan;

c. Bidang Pengelolaan Sampatr dan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (El3), terdiri atas :

1. Seksi Pengurangan Sampah;

2. Seksi Penanganan Sampatr; dan

3. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

frM-
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d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Linglmngan
Hidup, terdiri atas :

1. Seksi Pemantauan Linglmngan;

2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

e. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup, terdiri atas :

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

2. Seksi Penaatan Linglnrngan; dan

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Perahrran Bupati ini.

Bagtan Keecbelag

Dinas Kependudukan dan Pencatstan Stpil

Paragnf 1

Kedudukan

Pa$l 33

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf2
Tugas dan Hrngst

Pasal 34

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerja sEuna, pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;

b. penJrusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

c. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;

e. pelaksana€ul pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
dan kerja sama administrasi kependudukan;

f. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang
administrasi kependudukan;

g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;

h. pengelolaan kesekretariatan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragnf 3
Susunan Organlsasl

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :

1. Seksi Identitas Penduduk; dan

2. Seksi Pindah Datang dan Pendataen Penduduk;
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c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :

1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan

2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak
dan Kewarganegzrra€rn ;

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
terdiri atas :

1. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan; dan

2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan;

e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri
atas :

1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perattrran tsupati ini.

Bagtan Kedua Belas

Dlnas Pemberdayaan Masyaratat dan Desa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan lbngsi

Pasal 37

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdaya.an
masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud pada
(l), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan keb[jakan teknis bidang penataan
desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa,
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan
masyarakat hukum adat;

b. pelaksanaan kebi,jakan teknis bidang penataan desa,
kedasama desa, administrasi pemerintahan desa,
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan
masyarakat hukum adat;

c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kebdakan teknis bidang penataart
desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa,
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan
masyarakat hukum adat;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;

e. pengelolaan kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinYa.

Paragraf 3

Susunan Organisasl

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
terdiri atas ;

a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas :

l. Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa; dan

2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan
Desa;

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :

1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Ke{asama Desa;
dan

2. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi
Masyarakat;

ayat
Desa
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d. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi
Desa, terdiri ata.s :

1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desal dan

2. Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi
Tepat Guna;

e. UPT; daq

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa sebagaimana tercantum dalam Lampirarr XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perahrran Bupati ini.

Baglan Ketiga Belag

Dlnas Pemberdayaan Perrempuetr dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

Dinas Pemberdaya.an Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan
unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungi awab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan ftrngsi

Pasal .lO

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai tugas melaksanakarr urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantrran di bidang
pemberdayaan perempua,n dan perlindungan anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan bidang peningkatan
kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan,
lnralitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan
ha-k anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;

b. pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup
perempuarl, perlindungan perempuan, kualitas keluarga,
sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (pHA)
dan perlindungan khusus anak;

PW


